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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KAUR 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /00 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Struktur Oraganisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang 
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Sf:KRETMJATPEl,IERiNTAHKABUPATEHK/~UR Republik Indonesia Nomor 4266); 8AG!AN HUKUM 
I S!!DAH DiPROSEB DAN PAU,.F l !\irfLiTI KE!l€N),RANHY..\ ,-
L____ • 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 

Tahun 2016 ten tang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan 

Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 202); 



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas 
Sosial Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997); 

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan 
Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah, 
urusan pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10); 

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang 
Perindustrian. 

16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 13/PERM.KUKM/X/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah; 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 
Perhubungan; 

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

19. 

SEKRETARJAT PEMER!NTAH KABUPATEN KAUR 
BAG!AN HUKUM 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604); 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); 

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1440); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 163 Tahun 20 16 tentang Pedoman 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 

26. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 

27. Peraturan Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan 

Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345); 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

100-441 Tahun 20 10 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah 

Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 



Menetapkan 

29. Peraturan Bupati Kaur Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 

Nomor 1); 

30. Peraturan Bupati Kaur Nomor 46 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 

Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur 

Tahun 2022 Nomor 1050). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KAUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

a. Kabupaten adalah Ka bu paten Kaur. 

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 

c. Bupati adalah Bupati Kaur. 

d . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur. 

e. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur. 

f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur. 

g. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur. 

h . Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPf adalah 

Unit Pelaksanan Teknis dalam Dinas / Badan. 

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPfD 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. 

J. -
1 

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPfB 

adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan 

A kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu. 



BAB XL 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal387 

Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten 

Kaur Tahun 2022 Nomor 466) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentang 

Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita 

Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku; 

Pasal 388 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Ka bu paten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 11 ,:fut./ 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KAUR, 

ERSAN~ 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada W,ggal 1D c7{f{i t 
~ Pit. B TI KAUR,l 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: ;m 

2023 



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 
1.AMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /DD 
fANGGAL : 10,:JCI{/ :?.0';.'3 

BUPATI BUPATI 

I 7 
1. STAF AHLI BIDANG PEM!sRINTAHAN, IIUKUM DAN POl,ITIK 

SEKRETARIAT DAERAH 
2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

3. STAF AHl,I BIDANG KEMASYARAKA'fAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

I 

I 
7 

KEWMPOK ASISH.N PEMERINTAHAN 
JABATAN DAN KESEJAHTEl<AAN 

ASISTEN PEREKONOMIAN 
ASISTEN ADMINISTRASI 

FUNGSIONAL RAKYAT 
DAN Pl, MBANGUNAN 

UMUM 

I r I 
I I l 
I I r 

I I I I I 
I 

BAGIAN PROTOKOL 

BAGIAN 
BAGIAN BAGIAN 

BAGIAN 

PEMER!NTAHAN 
KESEJAHTERAAN BAGIAN HUKUM PEWEKONOMI AN DAN 

BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BA(;JAN UMUM BAOlAN ORGANISASI - DAN KOMUNJKASI 

RAKYAT $UMBER DAYA AL.AM 
PEMBANGUNAN BARANO DAN JASA 

PIMPINAN 

I I I I I I 

KELOMPOK 
KELOMPOK 

JABATAN 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

KELOM POK JABATAN KE LOMPOK JABATAN SUUBAGIAN 

rUNGSIONAL 
f,'UNGSIONAL f,'UNGSJONAL f,'UNGSIONAL FUNGSIONAL 

JABATAN r,UNGS!ONAL f,'UNGSIONAL L- PROTOKOL 

FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
~ FUNGSIONAL 

l •AT! KAUR, f 

UCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /OD 
TANGGAL : /lJ i1t1C.i' 2,n.3 

SEKRETARIAT DPRD 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I - I 
BAGIAN PERSIDANGAN DAN BAGIAN HUMAS DAN 

~ 
BAGIAN UMUM 

PERUNDANG-UNDANGAN PROTOKOL 

I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN -- SUBBAGIAN UMUM 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 

~ Pit. BYfATI KAU 
.... FUNGSIONAL 

i' 
•. ;-P_, i- HERLIAN MUCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 

INSPEKTORAT DAERAH 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SUBBAGIAN UMUM, 
PERENCANMN DAN 

KEUANGAN 

I 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT 
PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III 

I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

(Pcngawas Pemcrintah dan Auditor) (Pengawas Pemerintah dan Auditor) (Pengawas Pemerintah dan Auditor) 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : !DD 

TANGGAL ID c7qt./ J)_/Jf<3 

SEKRETARIAT 

I 

KELOMPOK JABATAN JABATAN 
ONAL FUNGSIONAL 

INSPEKTORAT 
PEMBANTU IV 

KELOMPOK J ABATAN 
FUNGSIONAL 

(Pengawas Pemerintah dan Auditor) 

-·, 

;_j?· 

~ Pit. B~ ATI KAUR/ 

UCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG 

BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

DAN LITBANG 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 

BIDANG PERENCANAAN, 
BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN,SDA, 

PENGENDALIAN DAN 
EVALUASIPEMBANGUNAN 

DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN 

DAERAH 
MANUSIA KEWILAYAHAN 

I I 

' 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPfD 

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAUR 

I 

SUBBAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

I 

BIDANG PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

r 
I 

/tJO NOMOR 

TANGGAL /0 ~ :;l,0~3 

I 

SEKRETARIAT 

I 
I I 

SUBBAGIAN KELOMPOK 
PERENCANAAN JABATAN 

DAN KEUANGAN FUNGSIONAL 

j Plt. ~ PAT! KAUi 
- ~· -- -
i u: .. I L 

~ ; 'HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

I 
KELOMPOKJABAT~ FUNGSIONAL 

I 

l -
~ BIDANG PENDAPATAN - BIDANG PERBENDAHARAAN 

SUBBIDANO .... PENDAFTARAN PENDATAAN DAN - SUBBIDANG BELANJA 
PENETAPAN 

' 

1 SUBBIDANG 
SUBBIDANG 

1- PENGEMBANGAN DAN '- PENGELOLAAN KAS 
PENAGIHAN PAD 

DAERAH -
'-

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL I'-

FUNGSIONAL 

BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

I 

BIDANO ANOOARAJII -
SUBB 1DAN0 ANAL!S113 ANOOARAN 

s uBBIDANG ... PER EN CANAAN ,...., .. ooA--P~ 

KELOMPOK J.ABATAN -- FUNGSIONAL 

UP'J.'D 

-

I-

I-

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 
TANGGAL 

/00 
/0 -jub:2b~ 

I 

\ SEKRE1'ARIAT 

I 

I I 
SUBBAG1AN KELOf-APOK JABATAN 
UMUM DAN 

F'lJNGSIONAL 
KEPEGAWAIAN 

I l 
BIOANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

amANG ASET -
__ --.. --~ -=-SUOll!OANO --~-~ AK.lJNTANSl DAN - PERENCANAAN DAN pENGADAAN ASET 

EVJ\LlJASI 

soaamANO SUBBIDANO .... PEMANFAATAN DAN pELAPORAN pENGAMAN.AN ASET ~ -
KELOMPOK JABATAN 

:\et,,-.,oM'POK JAB.ATAN - FUNGSIONAL 
,_ 

l~\.lNOS!ON/\'Li 

~ 
\ 

hTI !{hURl 

,, 1 
~ l:lERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG MUTASI, 
KEPANGKATAN, 

PENGADAAN, 
PEMBERHENTIAN DAN 

INFORMASI 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

I UPTD l 

r 
SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

7 
BIDANG 

PENGEMBANGAN 
APARATUR, PENILAIAN 

KINERJADAN 
PENGHARGAAN 

l 

KELOMPOK JABATAN 
FUN OSI ON AL 

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAUR 

7 

SEKRETARIAT 

l 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

NOMOR JtJO 

TANGGAL 10 ~ ;).();2'3 

7 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

.~ Plt. B~rr KAUR/ 

I 

~ '6HERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

I 
KELOMPO 

FUNGS 

I I I 
I 
I 
I 

I ~---[ 
BIDANG I 

WAWASAN K 
DAN KET. 

EKONOM 
BUDAYA 

I 

:JABATAN 
IONAL 

I 
I 
I 

)EOLOGI, 
rnANGSMN 
!\HANAN 
I SOSIAL 
AGAMA 

KELOMPOK JABATAN KELOMPO 
FUNGS FUNGSIONAL 

BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK 

BIDANG POLITIK DALAM 
NEGERI DAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KAUR 

I 

SEKRETARIAT AT 

I 
SUBBAGIAN TATA TATA 

USAHA 

I 

BIDANG KEWASPADMN WASPADMN 
ALDAN NASIONAL DAN 

PENANGANAN KONFLIK N KONFLIK 

I 
KELOMPOK JABATAN JABATAN 

ONAL FUNGSIONAL 

NOMOR : !DD 
TANGGAL : 10 -ju.el, ~t>r;..:j 

t Pit . B~ PATI KAUR/ 

""' I h. 

~ 'HERL!Al\ MUCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 

BIDANG REHABILITASI DAN BIDANG KEDARURATAN 
REKONSTRUKSI DAN LOGISTIK 

I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD 

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KAUR 

I 

SEKRETARIAT ETARIAT 

I 

SUBBAGIAN TATA USAHA TATA USAHA 

I 

BIDANG PENCEGAHAN NCEGAHAN 
PSIAGAAN DAN KESIAPSIAGAAN 

I 

KELOMPOK JABATAN JABATAN 
ONAL FUNGSIONAL 

~ Plt. 

l 

NOMOR !OD 
TANGGAL : I!) ~- ;iO'J.3 

PAT! KAUR/ 

4HERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL 

I DINAS SOSIAL I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 
BIDANG 

BIDANG REHABILITASI BIDANG PEMBERDAYAAN 
PERLINDUNGAN DAN DAN KELEMBAGAAN 

JAMINAN SOSIAL SOSIAL 
SOSIAL 

I I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD I 

LAMPIRA I: PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR !DD 

TANGGAL llJ ~ :Z02.B 

I SEKRETARIAT 

I 

SUBBAGIAN UMUM 
DAN KEPEGA WAIAN 

I 
BIDANG 

PENANGANAN FAKIR 
MISKIN 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

~ I 

I 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

OMPOK 
ATAN 
SIONAL 

~ Pit. B/'(PATI KAUR/ 

'fJ-HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 

BIDANGTATA BIDANG PENGELOLAAN 
BIDANG PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN LINGKUNGAN SAMPAH DAN LIMBAH 83 
KERUSAKAN LH 

I I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD 

MPIRAN X 

I 
SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : /!JO 
TANGGAL : It> ~ '2IJ:J.3 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

MPOK 
ATAN 
SIONAL 

BIDANG PENAATAN DAN 
PENINGKATAN KAPASITAS 

LH 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

~ Plt. BR AT! KAUR! 

~ ~HERL!Al\MUCHR!M 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
BIDANG PEMBINAAN PAUD 

BIDANG PEMBINAAN 
DAN PENDIDIKAN NON 

PENDIDIKAN DASAR FORMAL -

SEKSI KURIKULUM DAN SEKSI KURIKULUM DAN 
PENILAIAN ... PENILAIAN 

SEKSI KELEMBAGAAN DAN 
SEKSIKELEMBAGAAN 

SARANA PRASARANA 
DANSARANA 
PRASARANA 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD I 

I 

BIDANG KEBUDAYAAN 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 

SUBBAGIAN TATA 
USAHA 

i 
BIDANG PEMBINAAN 

KETENAGAAN 

SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 
PAUD DAN PENDIDIKAN 

NON FORMAL 

SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 

PENDIDIKAN DASAR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /lJIJ 

TANGGAL : //J ~ :,Z.,b9.3 

I 

SEKRETARIAT 

I 
I 

KELOMPOK JABATAN KJABATAN 
SIONAL FUNGSIONAL 

~ Plt. BUPATI KAUR/ 

• ~. 
~ t-HERLIAN\MUCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : /00 
TANGGAL : /tJ ~· IUJ.!l3 

SATUAN POLIS! PAMONG 
PRAJA 

I 
SEKRETARIA T 

KELOMPOK JABATAN 
I FUNGSIONAL 

I I 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM DAN 

PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN 
KEUANGAN 

I I I 
BIDANG PEMBINAAN 

BIDANG KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN MASYARAKAT DAN - DAN KETENTRAMAN _ PERATURAN PERUNDANG-- PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT UNDANGAN DAERAH MASYARAKAT 

SEKSI KEWASPADAAN DINI SEKSI OPERAS!, 
SEKSI PENEGAKAN DAN DAN PERLINDUNGAN - PENGENDALIAN DAN ,_ 

PENGAWASAN 
,_ 

MASYARAKAT KERJASAMA 

SEKSI BIMBINGAN 
SEKSI HUBUNGAN PENYULUHAN DAN 

SEKSI KETERTIBAN UMUM - ANTAR LEMBAGA 
._ 

PENINGKATAN SUMBER ~ 

DAYA MANUSIA 

y y KELOMPOK JABATAN y KELOMPOK JABATAN 

I KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD I i ! 
i 

L -- ~"-HERLIAN CHRIM 



STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
BIDANG PENCEGAHAN BIDANG PEMADAMAN DAN - - PENYELAMATAN 

SEKSIPENCEGAHAN SEKSI PEMADAMAN DAN 
.... 

t-DAN !NSPEKSI INVESTIGASI 

SEKSI PENINGKATAN SEKSI PENYELAMATAN DAN - KAPASITAS APARATUR .... EVAKUASI 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
.... 

FUNGSIONAL ~ 

FUNGSIONAL 

I UPTD I 

I 
SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

LAMPIRAN xr PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : 10D 
TANGGAL: /D ~ :lJ):J.,3 

I 

SEKRETARIAT 

I 
I 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

I 
BIDANG SARANA DAN - PRASARANA 

SEKSI PENGADAAN .... SARANADAN 
PRASARANA 

::;~K::il.., IM '. I.IH il · UN 4 - ......... "" ......... 

DAN PERAWATAN .... SARANADAN 
nn Ac," DA1'T .. 

KELOMPOK JABATAN .... 
FUNGSIONAL 

l •ATIKAUR/ 

A 4 . HERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJMN UMUM DAN PENATMN RUANG LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR /{JO 

TANGGAL : 10 ~ ;l023 

DINAS 
PEKERJAAN 
UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

I I 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN PERENCANAAN DAN 
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL KEUANGAN 

I I I 
BIDANG SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG JASA KONSTRUKSI 

BIDANG PENATAAN 
RUANG 

I I I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD I 
~ Plt. B11J(.ATI KAUR/ 

~ (.HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : IIXJ 
TANGGAL : /~ ;JUfi, RfJ';/3 

DINAS KESEHATAN 

SEKRETARIAT 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 

SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN 
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL 

I I 

BIDANG KESEHATAN 
BIDANG PENCEGAHAN 

BIDANG PELAYANAN DAN 
MASYARAKAT 

DAN PENGENDALIAN 
SUMBER DAYA KESEHATAN 

PENYAKIT 

I I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD J } 
A (DHERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN 

DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMASI, STATISTIK 

DAN PERSANDIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 
BIDANG KOMUNIKASI BIDANG 

BIDANG STATISTIK DAN DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN 
PUBLIK E-GOVERNMENT PERSANDIAN 

I I 

KELOMPOK JABATAN KEWMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD I 

I 
SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

LAMPIRAN XVII 

I 

SEKRETARIAT 

I 
I 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

PERATURANBUPATIKAUR 

NOMOR 
TANGGAL 

I 
KEWMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

1t:i) 

I!) ~ .!W:J.3 

~ Pit B'i{'ATI KAUR( 

A fHERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG FASILITASI 
PENDAFTARAN PENDUDUK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

UPTD 
I 

I 

BIDANG FASILITASI 
PENCATATAN SIPIL 

l 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

r 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

l 
BIDANG PENGELOLAAN 

INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN 
PEMANFMTAN DATA 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR It)!) 

TANGGAL : II) ju,ti RlJJ& 

I 

SEKRETARIAT 

I 

I 
SUBBAGIAN 
UMUMDAN 

KEPEGAW AIAN 

! jLt! 

l ;' ~ ' :,: 

I 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

~ flti TI KAUR/ 

; ;A- /HERL 
. ~- __ Q/ 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR !DD 

TANGGAL : 10 iu,e.i, ~IJrl3 

DINAS PERTANJAN 

I 
SEKRETARIAT I KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL I 
I I 

SUBBAGJAN UMUM KELOMPOK JABATAN 

DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL 

I I I I 

BlDANG PRASARANA DAi-.. BiDAi'"<G TANAMAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN 
BIDANG PERKEBUNAN BIDANG PENYULUHAN 

$ARANA PERTANIAN DAN HORTJKULTURA KESEHATAN HEWAN 

I I I I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOM?OK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSJONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD 

~Plt. B 

~ · ,HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG PERIKANAN 
BUDIDAYA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

l 
BIDANG PERIKANAN 

TANGKAP 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

DINAS 
PERIKANAN 

UPTD 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAUR 

I 
SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

I 
BIDANG PENGUATAN 

DAYA SAING PRODUK 
KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

J 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

NOMOR 
TANGGAL 

l 
SEKRETARIAT 

l 

f!JD 

t O iut,t, ';l.~ 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

! Plt. BUPATI KAUR,! 

' 1\A 
' ~\ 

- ~ 6-HERL!Al\"MUCHRIM 



DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPO 
FUNGS FUNGSIONAL 

t=1 I I 
I 

BIDANG BINA BIDAN 
PEMERI 

DESA/KE 
PEMERINTAHAN 

DESA/ KELURAHAN 

7 I 
KELOMPO 

FUNGS 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

DINAS PEMEBERDAYMN 
MASYARAKAT DAN DESA 

I 
I 

BJDANG PEMBANGUNAN DAN 
PEMBERDAY MN MASYARAKAT 

DESA 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

I UPTD I 

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : /OIJ 

TANGGAL : IO ~ 9.023 

I 

SEKRETARIAT 

I 
I I I 

SUBBAGIAN PERENCANMN DAN SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK J.AB.A.T.A.N 
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL 

I 

BIDANG FASILITASI 
PEMBANGUNAN KAWASAN 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

! Plt. BU~fTI KAUR/ 

/ef.HERLIAN M 



STRUKTUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAUR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG PELAYANAN 
KEPEMUDMN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

DINAS PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

I UPTD 

l 
BIDANG PEMBUDAYMN 

OLAHRAGA 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

I 
SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : !!JO 

TANGGAL : / o iu-,e<} ~oa.3 

I 

SEKRETARIAT 

j 
7 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 

BIDANG PENINGKATAN 

PRESTASIOLAHRAGA 

J 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

t Plt. B_'l('ATI KAUR/ 

n,r 
~ &- HERLIA!\ MUCHRIM 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA 

DINAS PARIWISATA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL I 

SUBBAGUMUM 
DAN 

KEPEGAW AIAN 

I 
BIDANG DESTINASI 

BIDANG PEMASARAN DAN INDUSTRI 
PARIWISATA PARIWISATA 

I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD I 

LAMPIRAN XX.III PERATURAN BUPATI KAUR 

I 

SEKRETARIAT I 
I 

I 

NOMOR 

TANGGAL 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

/tJJ 
/{J ~ • QOf).9 

BIDANG EKONOMI 
KREATIF 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

'ATI KAUR/ 

-(\\ ~­

~ HERLIAl'i MUCHRIM 



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KAUR 
tDtJ 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
NOMOR 
TANGGAL : /7) ~ - ::Z.OR'3 

DINAS PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG PENGOLAHAN 
LAYANAN DAN 

PELESTARIAN BAHAN 
PERPUSTAKAAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I UPTD I 

SEKRETARIAT 

' SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

I 
BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN 
KEGEMARAN MEMBACA 

I 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

'"' 

I 
KELOMPOK JABATAN KJABATAN 

SIONAL FUNGSIONAL 

I 

BIDANG KEARSIPAN ARSIPAN 

I 

KELOMPOK JABATAN JABATAN 
ONAL FUNGSIONAL 

rj I KAUR/ 

~ 6.HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN 

DINAS KETAHANAN 
PANGAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 

BIDANG 
BIDANG DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN DAN 

KERAWANAN PANGAN 
CADANGAN PANGAN 

I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I 
UPTD 

I 

I 

BIDANG KONSUMSI DAN 
KEAMANAN PANGAN 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI KAUR 

I 

I SEKRETARIAT 

I 
I 

I 

NOMOR 
TANGGAL 

I 

SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABA'fAN 
DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL 

j Pit. BUP,(\.TI KAUR/ 

' -- - --

' 

A1 .!IERLIAN\'MUCHRIM 

/t)t} 

/CJ ?llfJ Pb'8 

f 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : !tJtJ 
TANGGAL : ID ~ ~rJ;i'3 

DINAS KOPERASI, UKM, 
PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN 

I 

KELOMPOK JABATAN 
SEKRETARIAT 

FUNGSIONAL I 
I I I 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

DAN KEPEGAW AIAN FUNGSIONAL 

I 

BIDANG KOPERASI 
BIDANG PERINDUSTRIAN 

BIDANG 
DAN UKM PERDAGANGAN 

I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABAT AN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD 

ilt. BUP,t.TI KAU1 

~ 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 

DINAS PERHUBUNGAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

- BIDANG LALU LJNTAS DAN ANGKUTAN 

........ KASI LALU LINTAS 

KASI ANGKUTAN DAN PENGUJIAN ........ 
SARANA 

'-- KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

I UPTD I 

LAMPIRAN XX.VII PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR 100 
TANGGAL : I D ~ JltJJ).3 

l 
SEKRETARIAT 

I 
I l 

SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN 
KEPEGAWAIAN PERENCANMN DAN 

KEUANGAN 

I 

BIDANG PRASARANA DAN 
KESELAMATAN 

-

KASIPRASARANA 

-
KASI KESELAMATAN DAN 

PENGEMBANGAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

G 
, • ., . . n:.'.~lft.N f·u11ur,: • • 1 f 
I !"'''" """O'". !16.;i G. P~Aij L1mu1 H1:>ti!1\RA .,:nA .-·?Y,,- · 

-- • 

1 6 .HERLIAN 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PTSP 

I 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOK JF PENANAMAN 

MODAL 

-

-

-

I 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOK JF PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

r
-,(RET.~.R!AT PE.J,l~RINT. a.H l<ABUPAiEN. KJ\IJR 

BA:,1/U' HUKUM 

~u nA•l o, P!i os F s CAN TIA R 
OITELITI ~-~BEHARMINY ~ 

---~ 

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI KAUR 

I 
SEKRETARIAT RETARIAT 

SUBBAGIAN UMUM GIAN UMUM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

OKJABATAN 
GSIONAL 

NOMOR 

TANGGAL 

l Plt. BUPf.TI KAUR/ 

f·HERLIAN 

/!)!> 

l!J ?uRJ '2D'l5 



STRUKTUR ORGANISASI DIN AS PERUMAHAN DAN KAW ASAN PERMUKIMAN LAMPIRAN )0 PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : too 
TANGGAl : 10 iufJ rJ,02.J 

DINAS PERUMAHAN DAN 
KA WASAN PERMUKIMAN 

I 

SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

I FUNGSIONAL I I I 
SUBBAGIAN KELOMPOK SUBBAGIAN UMUM DAN 

PERENCANMN DAN JABATAN KEPEGAW AIAN 
KEUANGAN FUNGSIONAL 

I 

BIDANG KAWASAN BIDANG PERUMAHAN - PERMUKIMAN DAN 
PERTANAHAN 

I 

KELOMPOK JABATAN 
,_ KASIPERTANAHAN FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN .._ 
FUNGSIONAL 

I UPTD I 

-·- ! Plt. BU~ I I ;1(11•·;-; >I KAUR .... , , 

.. • •' r o . ;. - J .. : l » !.l 
.. ··-·- - ~ _ C_j ~-HERL! 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAW AIAN 

I 
BIDANG TENAGA KERJA BIDANG TRANSMIGRASI 

I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

UPTD I 

I 

SEKRETARIA T 

I 
I 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI KAUR 

i 

I 

NOMOR 

TANGGAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

f 

100 

ID ?Uf,I,, ,}.();)3 

A 6·HERIJA 



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR /DD 
TANGGAL : / /J ,juei, ~':)3 

KECAMATAN 

I I 
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN 

l 
l 

FUNGSIONAL 

I I I 
I I I 

SUB BAOIAN UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN 
DAN KEUANGAN 

I I I I I 
SEKSI PEM SEKSIPEMBERDAYAAN SEKSI KETENTERAMAN DAN SEKSI PRASARANA DAN SEKSIKESEJAHTERAAN 

ERINTAHAN 
MASYARAKAT KETERTIBAN UMUM SARANA PELAYANAN UMUM SOSIAL 

, Plt. B~KATI KAU1 

A' 

...... 



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR /DO 
TANGGAL : 10 ;/uf.,i :).() f}.3 

KECAMATAN 

I 

I SEKRETARIAT 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

I I I 
I I I I 

SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN 
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 

I I I I 
SEKSI PEMERINTAHAN 

SEKSI KETENTERAMAN DAN SEKSI PRASARANA DAN SEKSIKESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYMN 
KETERTIBAN UMUM SARANA PELAYANAN UMUM SOSIAL MASYARAKAT 

r:--:·· ------ . .-.-, ... j ---- ··~rA,i,,., -1~\1t-~;,.;:• \ ' ", :,1, 1! , 

'',, I :~Li-: i;'•~ -- -

~;·-~ j .i-HERLIA 



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN 

I I 
SEKSI PEME 

PEMBERDAYAA 
'.INTAHAN DAN 
N MASYARAKAT 

LURAH 

SEKSI KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR !OD 
TANGGAL : /0 ~, ~b23 

I 

I SEKRET ARIAT I 

I 
SEKSI SARANA PELA YANAN UMUM DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

J 
.. :.,J,i..:~; 
. .. } 

' .,_ . f 

---~ -}. HERL! 

'ATI KAUi 


